


Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik In jnesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembar n Negara Republik

Indonesia Nomor 4180); -

Undang-Undang Nomor 1. .ahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-1 idang Nomor 1 Tahun 2( 4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: - (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerint * 1 Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undar~ Nc—or 2 Tahun 2014 ten*~—~ Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan .c¢merintah Nomor 23 Tahun .... tentang
Pengelol 1 Keuangan Badan Lay 1 U " :mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor sia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daer 1 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraa Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama

Daerah;
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BABHI
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SA [T UMUM
“AERAH LAMANDAU

Pasal 2

)} BLUD RSUD Lamandau dapat melakukan kerjasama deng.. pihak lain
un' k meningkatkan ku itas dan ku:. .itas pela

(2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. efisiensi;
b. efektivitas;

ekonomis;

o o

sinergis;

saling menguntungkan;
kesepakatan bersama;
itikad baik;

persamaan kedudukan;

T e o

-

transparansi;
j- keadilan; dan -

k. kepastian hukum.

BAB III -
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang
eliputi :

a. '‘‘rjasama operasi;

b. kerjasama farmasi dan alkes;

C. Ssewa-menyewa; atau

d. usaha lainnya.










Pasal 10

Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek se.agaimana dimaksud
dalam Pasal 3, yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan :
a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

per wal n objek yang ak 1 dikerjasamak: melalui surat ] waran.

Pasal 11

Penawaran sebagaimana ¢ aksud dalam Pasal 8 huruf b, sekurang-
kurangnya memuat :

a. objek yang akan dikerjasamakan;

b. manfaat kerjasama;,

c. bentuk kerjasama;

d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan

e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 12

Talam tahap penyiapan '--sepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf ¢, "'susun kesepakatan bersama yang memuat antara lain :

a. identitas para pihak; .

b. maksud dan tujuan; -

c. objek dan ruang lingkup kerjasama;

d. bentuk kerjasama;

e. sumber biaya; dan

f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersarr , 1 -masuk jangka waktu

penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan

penandatanganannya.

Pasal 13

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat
materi :

a. subjek kerjasama;

b. objek kerjasama;
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c. ruang lingkup kerjasama;

hak dan kewajiban;
e. jangka waktu kerjasama,;

keadaan memaksa/ force majeure;
g. penyelesaian perselisihan; dan

1.

BAB V
HASIL KERJASAMA BADA LAYANAN UMUM DAERAH UMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU

Pasal 14

(1) Hasil kerjasama BLUD RSUD Lamandau merupakan pendapatan BLUD
RSUD Lamandau.

(2) Pendapatan BLUD RSU™ Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran
sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Lamandau.

(3) Has kerjasama dan pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati dan BKD Kabupaten

T

mandau.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASIT .

Pasal 15

(1} Terhadap pelaksanaan ! -jasama LUD RSUD Lamandau dilakukan
pemantauan secara berkala oleh Direktur BLUD RSUD Lamandau.

Pemantauan sebagaim--a dimaksud pada ayat 1], dilakukan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama. -



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai be aku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang 1 Peraturan
Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam ._erita Daerah

Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

Diundangkan di Nanga Bulik

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. U}TING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2018 NOMOR



